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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat

kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai “Penggugat’;
Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM,
tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai

“Tergugat’;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2015 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Serui dengan Nomor 03/Pdt.G/2015 /PA. Sri., tanggal 16 Januari 2015, dengan dalil-

dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 23 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana bukti berupa
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/8/X/1995, tertanggal 20 Oktober 1995, yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-
istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama 2 tahun,
kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Serui sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang
anak bernama :

1. Anak I,anak perempuan berumur 18 tahun;

2. Anak II, anak laki-laki berumur 7 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan
baik, tetapi sejak bulan Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering
muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat
dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Bahwa pada bulan Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat minta tolong kepada Tergugat
untuk memanggil mantri agar mengobati Penggugat yang lagi sakit, namun
Tergugat tidak mengindahkan Penggugat;

b. Bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali,
karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat yang lagi sakit selama 5 bulan,
seakan Tergugat tidak ada lagi kasih sayang terhadap istri;

c. Bahwa pada awal bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar
kembali, karena Penggugat minta tolong kepada Penggugat untuk mengantarkan
jualan tempe kepada langganan, namun tidak menanggapinya, malah Tergugat

yang marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
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6. Bahwa pada bulan November 2013, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang
sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan
hubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah
tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina
rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan
cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama

Serui agar memeriksa dan mengadili dengan tuntutan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa atas upaya nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangganya, yang mana
Penggugat di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg, jo. pasal 143
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan
menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan
ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa atas upaya nasehat Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat
hendak rukun dan akan membina rumah tangganya kembalji;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian telah berhasil dalam persidangan,
maka ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk mencabut
gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok
perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv, dapat
dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis
Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara
ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
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2. Menyatakan perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PA. Sri., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 07 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI,
sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S. HI, dan Rochmat Hidayat, S. HI,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis tersebut
dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis
Hakim Anggota I,
Ttd Ttd
Dian Khairul Umam, S.HI Muhammad Taufiq Torano, S.HI
Hakim Anggota II,
Ttd
Rochmat Hidayat, S.HI

Panitera Pengganti,
Ttd

Dra. St. Kasmiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,-
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2. Biaya Proses : Rp  50.000,-
Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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